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Kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB), dapat menimbulkan 
Penyakit Akibat Kerja (PAK) yaitu, berupa gangguan pendengaran atau kerusakan 
pada telinga baik bersifat sementara ataupun permanen setelah terpapar dalam 
jangka waktu tertentu tanpa proteksi yang memadai, sehingga sangat diperlukan 
suatu upaya pengendalian.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya pengendalian potensi 
bahaya kebisingan sebagai upaya untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja. 
Kerangka pemikiran penelitian ini adalah lingkungan kerja dimana 
didalamnya memiliki potensi bahaya fisik yang dapat berupa kebisingan yang 
mengakibatkan adanya penyakit akibat kerja. Untuk mencegah terjadinya penyakit 
akibat kerja, maka perlu dilakukan upaya pengendalian.  
Hasil penelitian ini kemudian akan dievaluasi sehingga dapat ditentukan suatu 
upaya perbaikan sehingga tempat kerja dapat menjadi lebih aman.   
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang 
memberikan penjelasan bagaimana pengendalian kebisingan yang telah dilakukan. 
Pengambilan data mengenai pengendalian potensi bahaya kebisingan dilakukan 
melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada safety environtment 
department, paramedic, dokter perusahaan serta studi kepustakaan. Data yang 
diperoleh kemudian dibahas dengan membandingkan dengan Permenaker No. 
PER-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan 
upaya pengendalian potensi bahaya kebisingan sesuai dengan Permenaker No. 
PER-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. Saran yang diberikan adalah supaya perusahaan tetap memberikan 
perhatian khusus tentang upaya pengendalian potensi bahaya kebisingan, 
walaupun dalam penerapannya sudah memenuhi standar. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan penting sebagai 
unsur yang berlangsung berhadapan dengan berbagai akibat dari kemajuan 
teknologi. Maka sewajarnya kepada tenaga kerja diberikan perlindungan, 
pemeliharaan kesehatan dan pengembangan tehadap kesejahteraan atau jaminan 
sosial serta perlindungan terhadap adanya penyakit akibat kerja. 
Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang 
dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya 
penyakit akibat kerja. Potensi bahaya fisik yaitu, potensi bahaya yang dapat 
menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, 
misalnya terpapar kebisingan intensitas tinggi (Tarwaka, 2008).  
Banyak penderitaan terjadi disebabkan oleh kondisi fisik dan lingkungan 
kerja yang berbahaya dimana pekerjaan dilakukan oleh pekerja. Salah satu kondisi 
fisik dan lingkungan kerja yang membahayakan adalah kebisingan. Kebisingan 
yang melebihi nilai ambang batas dapat menimbulkan penyakit akibat kerja yaitu 
dapat berupa gangguan pendengaran atau kerusakan pada telinga baik bersifat 
sementara ataupun permanen setelah terpapar untuk jangka waktu tertentu tanpa 






PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. merupakan perusahaan kimia yang 
bergerak dibidang pembuatan biji plastik atau sering disebut dengan polipropilen, 
yang mana dalam proses produksi menggunakan mesin-mesin dan peralatan 
mempunyai intensitas kebisingan tinggi yang mana dapat menyebabkan adanya 
gangguan pekerjaan ataupun penyakit akibat kerja yang berupa gangguan 
pendengaran.  
Mengingat pentingnya pencegahan penyakit akibat kerja, maka di PT Tri 
Polyta Indonesia, Tbk.  berupaya melakukan suatu pengendalian potensi bahaya 
kebisingan ditempat kerja agar tenaga kerja dapat bekerja dengan sehat dan 
selamat. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana pengendalian potensi bahaya kebisingan yang 
dilakukan di PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk. sebagai upaya utuk pencegahan 
penyakit akibat kerja”. 
 
C. Tujuan Peneletian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya 
pengendalian potensi bahaya kebisingan yang telah dilakukan sebagai upaya 





D. Manfaat Penelitian 
1. Pihak Perusahaan 
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi 
terhadap pelaksanaan pengendalian kebisingan yang telah dilakukan di PT  Tri 
Polyta Indonesia, Tbk. 
2. Penulis 
a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang upaya pengendalian 
kebisingan di tempat kerja di PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk. 
b. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang upaya pengendalian potensi 
bahaya kebisingan di tempat kerja.  
c. Dapat digunakan sebagai tambahan pengalaman yang tak ternilai harganya 
dan diharapkan menjadi sebuah pembelajaran bagi penulis. 
3. Pihak Pembaca 
Diharapkan laporan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan 
bagi pembaca mengenai upaya pengendalian potensi bahaya kebisingan sebagai 
















A. Tinjauan Pustaka 
1. Lingkungan Kerja 
Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, 
bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki kerja 
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber 
bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua 
ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian 
atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut (Pungky. W, 2002). 
Dalam ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1970, yang dimaksud 
dengan tempat kerja adalah suatu ruangan atau lapangan, baik terbuka atau 
tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan pekerjaanya atau 
sering dimasuki tenaga kerja untuk melakukan usaha dan dimana terdapat sumbe-
sumber yang berbahaya (Suma’mur, 1996). 
Setiap tempat kerja selalu mempunyai resiko kemungkinan terjadinya 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja sangat  
mengganggu operasi perusahaan apabila tidak mengambil langkah pengendalian 
yang memadai. Bagi pekerja, kecelakaan dan sakit akibat kerja sangat merugikan 





bagi keluarganya terutama jika kecelakaan atau penyakit akibat kerja tersebut 
sampai mengakibatkan cacat tetap atau kematian (Syukri Sahab, 1997). 
Untuk mengendalikan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlu 
diidentifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja dan dievaluasi tingkat 
resikonya serta dilakukan pengendalian yang memadai. Bahaya dari lingkungan 
kerja dapat digolongkan atas berbagai jenis bahaya yang dapat mengakibatkan 
berbagai gangguan (Syukri Sahab, 1997). 
2. Pengendalian Potensi Bahaya  
Menurut PERMENAKER No. 05/MEN/1996, tentang sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), pengendalian resiko yang harus 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Engginering Control (tehnik/rekayasa) 
 Engginering Control adalah suatu upaya pengendalian yang dilakukan 
untuk mengurangi bahaya dengan melakukan rekayasa engginering. Pengendalian 
ini dapat dilakukan dengan cara : 
1) Eliminasi (penghilangan) 
Merupakan proses penghilangan atau pemusnahan sama sekali baik material, 
proses/teknologi yang berbahaya agar menjadi lebih aman bagi pekerja dan 
lingkungan. 
2) Substitusi (penggantian) 
Merupakan proses penggantian material/teknologi yang tingkat bahayanya 






3) Minimalisasi (pengurangan) 
Merupakan proses pengurangan jumlah material bahaya yang disimpan atau 
dipergunakan pada prses produksi. 
b. Administrative Control (pengendalian administratif) 
Merupakan suatu upaya pengendalian yang dilakukan untuk 
mengurangi bahaya melalui kegiatan atau aktifitas yang bersifat administrasi. 
Efektifitas pengendalian ini tergantung peran aktif dari pihak manajeman dan 
pekerja. Semua elemen yang terlibat dalam proses kerja ini harus memiliki 
komitmen yang tinggi dalam menjalankan program yang ada. Program-
program pengedalian yang bersifat administrasi adalah sebagai berikut: 
1) Pendidikan dan pelatihan (training) 
2) Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, 
penghargaan dan motivasi diri. 
3) Evaluasi melalui internal audit dan inspeksi. 
4) Standar operating procedure (SOP)/Instruksi Kerja (IK) 
5) Pengaturan jadwal kerja, dan lain sebagaiya. 
b. Personal Control (penggunaan Alat Pelindung Diri)/APD 
Upaya pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi dampak 
bahaya dengan cara pemberian Alat Pelindung Diri (APD) untuk digunakan 
para pekerja agar terhindar dari bahaya sewaktu bekerja. Alat Pelindung Diri 
(APD) yang digunakan merupakan alternative-alternatif terakhir yang 
dilakukan apabila alternative-alternatif yang diberikan sebelumnya belum 
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dapat mengurangi bahaya dan dampak yang ungkin timbul (Depnaker RI, 
1999). 
3. Kebisingan 
a. Pengertian bunyi 
Menurut Ganong W.F. (1992) suara adalah sensasi yang dihasilkan 
apabila getaran longitudinal molekul-molekul dari lingkungan luar, yaitu fase 
pemadatan dan peregangan dari molekul-molekul yang silih berganti, 
mengenai membrane timpani. Pola dari gerakan ini digambarkan sebagai 
perubahan-perubahan tekanan pada membran timpani tiap unit waktu 
merupakan sederetan gelombang dan gerakan ini dalam lingkungan sekitar 
kita umumnya dinamakan gelombang suara. 
b. Kebisingan  
Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang 
bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada 
tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Kepmenaker No. 
51 Tahun 1999). 
Menurut Suma’mur, 1996. intensitas kebisingan atau arus energi 
persatuan luas biasanya dinyatakan dalam satuan logaritmis yang disebut 
decibel (dB) dengan memperbandingkan dengan kekuatan dasar 0,0002 
dyne/cm
2 
yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1.000 Hz yang tepat 
didengar oleh telinga normal. 









p = tegangan suara yang bersangkutan  
po = tegangan suara standar (dyne/cm
2
). 
c. Gangguan Kebisingan di Tempat Kerja 
Kebisingan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia 
yang terpapar dan dapat dikelompokan secara bertingkat sebagai berikut: 
a) Gangguan Fisiologis 
Seseorang yang terpapar bising dapat menggangu, lebih-lebih yang 
terputus-putus atau yang datangnya tiba-tiba dan tak terduga. Gangguan 
dapat terjadi seperti, peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, 
basa metabolisme, kontraksi pembuluh darah kecil, dapat menyebabkan 
pucat dan gangguan sensoris, serta dapat menurunkan kinerja otot. 
b) Gangguan Psikologis 
Seseorang yang terpapar bising dapat teganggu kejiwaanya, berupa 
stres, sulit berkonsentrasi dan lain-lain, dengan akibat mempengaruhi 
kesehatan organ tubuh yang lain. 
c) Gangguan komunikasi 
Yaitu gangguan pembicaraan akibat kebisingan sehingga lawan 
bicara tidak mendengar dengan jelas. Untuk rnengatasi pembicaraan perlu 
lebih diperkeras bahkan berteriak. 
d) Gangguan keseimbangan 
Kebisingan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan gangguan 




Diantara sekian banyak gangguan yang ditimbulkan oleh 
kebisingan, maka gangguan yang paling serius adalah ketulian. Ketulian 
akibat bising ada tiga macam yaitu 
1) Tuli sementara 
2) Tuli menetap 
3) Trauma akustik 
d. Jenis Kebisingan 
Bunyi didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh 
getaran-getaran melalui media elastis dan manakala bunyi-bunyi tersebut tidak 
dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan.  
Pegukuran kebisingan bertujuan untuk memperoleh data kebisingan 
dan menguranginya sehingga tidak mengganggu, sedangkan jenis-jenis 
Kebisingan yang sering dijumpai adalah: 
a) Kebisingan kontinue dengan spektrurn frekuensi yang luas (=steady state, 
wide band noise), misalnya mesin-mesin, kipas angin, dapur pijar, dan 
lain-lain; 
b) Kebisingan kontinue dengan spektrum frekuensi yang sempit (=steady 
state narrow band noise), misalnya gergaji sirkuler, katup gas, dan lain-
lain; 
c) Kebisingan terputus-putus (=intermittent), misalnya lalu lintas, suara kapal 





d) Kebisingan impulsif (=impact or impulsive noise), seperti pukulan tukul, 
tembakan bedil atau meriam, ledakan; 
e) Kebisingan impuisif berulang, misalnya mesin tempa di perusahaan. 
Pengaruh utama kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan 
jaringan pendengaran yang menyeb abkan ketulian progresif. Sedangkan 
NAB yang doperbolehkan adalah 85 dB(A), (Suma’mur,1996). 
e. Sumber Bising 
Sumber bising ialah sumber bunyi yang kehadirannya dianggap 
mengganggu pendengaran baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. 
Umumnya sumber kebisingan dapat berasal dari kegiatan industri, 
perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkut dan 
kegiatan rumah tangga. Di Industri, sumber kebisingan dapat di klasifikasikan 
menjadi 3 macam, yaitu: 
1. Mesin 
Kebisingan yang ditimbulkan oleh aktifitas mesin. 
2. Vibrasi  
Kebisingan yang ditimbulkan oleh akibat getaran yang ditimbulkan akibat 
gesekan, benturan atau ketidak seimbangan gerakan bagian mesin. Terjadi 
pada roda gigi, roda gila, batang torsi, piston, fan, bearing, dan lain-lain. 
3. Pergerakan udara, gas dan cairan 
Kebisingan ini di timbulkan akibat pergerakan udara, gas, dan cairan 
dalam kegiatan proses kerja industri misalnya pada pipa penyalur cairan 
gas, outlet pipa, gas buang, jet, flare boom, dan lain-lain. 
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f. Upaya Pengendalian Bising 
Berdasarkan teknik pelaksanaannya, pengendalian kebisingan dapat 
dibedakan dalam 3 cara pengendalian: 
1. Pengendalian secara teknik 
Bila bising telah teridentifikasi melalui analisa kebisingan yaitu 
dengan walk trough survey, yang pertama-tama harus dilakukan adalah 
pengendalian secara teknik. Konsep yang digunakan adalah mengurangi 
paparan terhadap pekerja dengan mengendalikan 2 komponen: 
a. Mengurangi tingkat kebisingan pada sumbernya 
C. Pemelihanan dan pelumasan mesin-mesin dengan teratur. 
D. Pemilihan dan pemasangan mesin dengan tingkat kebisingan rendah. 
b. Menghilangkan transmisi kebisingan terhadap manusia. 
1) Menutup atau menyekat mesin atau alat yang mengeluarkan bising. 
2) Mengurangi bunyi yang diterima pekerja. 
Penggunaan alat pelindung telinga untuk menurunkan intensitas 
kebisingan yang mencapai alat pendengaran. 
2. Pengendalian secara administratif 
Pengendalian secara administratif merupakan prosedur yang 
bertujuan untuk mengurangi waktu paparan pekerja terhadap bising, 
dengan merotasi dan menyusun jadwal kerja berdasarkan perhitungan 
dosis paparan sesuai Nilai Ambang Batas serta pemeriksaan kesehatan 






3. Pengendalian dengan Alat Pelindung Diri (APD) 
Penggunaan APD adalah upaya terakhir apabila secara teknis dan 
admnistratif tidak dapat lagi mengurangi paparan alat pelindung telinga 
pada umumnya. Ada dua jenis alat perlindungan telinga: 
a) Ear muff 
b) Ear plug. 
g. Nilai Ambang Batas 
Nilai Ambang Batas kebisingan adalah besarnya tingkat suara 
dimana sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam batas aman untuk 
bekerja 8 jam/ hari. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 
51/MEN/1999, tanggal 16 april 1999 tentang nilai ambang batas kebisingan 
ditempat kerja adalah 85 dB(A). 
Adapun data intensitas dan jam kerja yang diperkenankan tersebut 













Nilai Ambang Batas Kebisingan 
Waktu pemajabab per hari Intensitas Kebisingan dalam dB 
(A) 



















































2. PAK Gangguan Pendengaran Akibat Bising 
Menurut Nasri, 1999. Kebisingan dapat menimbulkan gangguan 
pendengaran pada manusia yang terpapar diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Tuli sementara (Temporary Treshold Shift = TTS) 
Diakibatkan pemaparan terhadap bising dengan intensitas tinggi. Seseorang 
akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara dan 
biasanya waktu pemaparan terlalu singkat. Apabila tenaga kerja diberikan 
waktu istirahat secara cukup, daya dengarnya akan pulih kembali. 
2) Tuli menetap (Permanent Treshold Shift = PTS) 
Diakibatkan waktu paparan yang lama (kronis), besarnya PTS di pengaruhi 
faktor-faktor sebagai berikut : 
a. Tingginya level suara 
b. Lama paparan 
c. Spektrum Suara 
d. Temporal pattern, bila kebisingn yang kontinyu maka kemungkinan terjadi 
TTS akan lebih besar  
e. Kepekaan individu 
f. Pengaruh obat-obatan, beberapa obat-obatan dapat memperberat (pengaruh 
synergistik) ketulian apabila diberikan bersamaan dengan kontak suara, 
misalnya quinine, aspirin dan beberapa obat lainnya 





3) Trauma akustik 
Trauma akustik adalah setiap perlukaan yang merusak sebagian 
atau seluruh alat pendengaran yang disebabkan oleh pengaruh pajanan tunggal 
atau beberapa pajanan dari bising dengan intensitas yang sangat tinggi, 
ledakan-ledakan atau suara yang sangat keras, seperti suara ledakan meriam 
yang dapat memecahkan gendang telinga, merusakkan tulang pendengaran 
atau saraf sensoris pendengaran. 
4) Prebiacusis  
Prebycusis (menurunnya daya dengar dengan nada tinggi), 
merupakan penurunan daya dengar sebagai akibat pertambahan usia yang 
biasanya terjadi pada orang tua dan hal ini terjadi karena adanya kelumpuhan 
syaraf pendengaran. Gejala ini harus diperhitungkan jika menilai penurunan 
daya dengar akibat pajanan bising ditempat kerja. 
5) Tinitus 
Tinnitus merupakan suatu tanda gejala awal terjadinya gangguan 
pendengaran. Gejala yang ditimbulkan yaitu telinga berdenging. Orang yang 
dapat merasakan tinnitus dapat merasakan gejala tersebut pada saat keadaan 










3. Penyakit Akibat Kerja 
Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no. Per 
01/MEN/1981 (Pungky W, 2002), yang dimaksud dengan penyakit akibat 
kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan 
kerja. Definisi lain dari penyakit akibat kerja adalah hubungan dengan faktor 
penyebab spesifik di tempat kerja, sepenuhnya dipastikan dan faktor tersebut 
dapat diidentifiksi, diukur dan selanjutnya dapat dikendalikan (WHO, 1985 
dalam A.M. Sugeng Budiono, 2001). Penyakit akibat kerja atau lebih dikenal 
sebagai man made diseases dapat timbul setelah seorang karyawan yang 
tadinya terbukti sehat memulai pekerjaannya.  
Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no. 1 tahun 
1981 pasal 4 (pungki w, 2002), kewajiban pengusaha dalam menghadapi 
penyakit akibat kerja adalah: 
1) Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar 
penyakit akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh 
tenaga kerja yang berada di bawah pimpinanya. 
2) Apabila terdapat keragu-raguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah 
dilakukan oleh Dokter, pengurus dapat meminta bantuan Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini aparatnya  untuk 
menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. 
3) Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri 
yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah 
pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. 
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Sedangkan kewajiban dan hak tenaga kerja dalam menghadapi 
penyakit akibat kerja, antara lain: 
a. Tenaga kerja harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan 
bila diperiksa oleh dokter atau pengawas keselamatan dan kesehatan kerja. 
b. Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan 
untuk pencegahan penyakit akibat keja. 
c. Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat untuk 
pencegahan penyakit akibat kerja. 
d. Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua 
sysrat-syarat pencegahan penyakit akibat kerja. 
e. Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan 
pada pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit 
akibat kerja. 
 
4. Usaha pencegahan 
Menurut bennet silalahi dan rumondang silalahi (1995), langkah-langkah 
kearah pencegahan penyakit akibat kerja terdiri dari kesadaran manajemen untuk 
mencegah penyakit akibat kerja dan pengaturan tata cara pencegahan. Manajemen 
harus sadar bahwa peningkatan produktivitas kerja sangat erat kaitannya dengan 
efisiensi dan prestasi kerja. Kedua hal tersebut tidak terlepas dari tenaga kerja 
yang sehat, selamat dan sejahtera. Jadi, peningkatan kesejahteraan dan 





Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengendalian penyakit akibat 
kerja menurut Depnaker RI (1999), adalah: 
a. Memberikan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada tenaga kerja 
pada waktu mulai masuk bekerja maupun secara periodik mengenai: 
1. Cara-cara bekerja yang benar dalam mengutamakan kesehatan dan 
keselamatan kerja, 
2. Selalu menjaga kebersihan diri sendiri dengan cara: 
a. Memakai pakaian kerja yang bersih pada waktu bekerja, 
b. Mencuci tangan, muka maupun mulut sebelum makan, minum ataupun 
merokok, 
c. Sehabis bekerja harus mandi memakai sabun khusus pelarut logam dan 
menggunakan pakaian kerja dengan pakaiannya sendiri yang bersih. 
3. Disiplin memakai alat-alat proteksi pada waktu sedang bekerja. 
b. Menyediakan sarana-sarana dan peralatan yang berkaitan dengan 
pengendalian penyakit akibat kerja (PAK) seperti: 
1) Pakaian kerja, 
2) Tempat mandi, 
3) Tempat mencuci tangan, muka, mulut, yang dekat ruangan kerja, 
4) Tempat mencuci pakaian kerja, 
5) Alat pelindung diri (APD), 
6) Memasang papan-papan peringatan, 




c. Menyediakan makan siang yang cukup nilai gizinya. 
Sedangkan penerapan teknologi pengendalian faktor penyebab pada 
lingkungan kerja dibedakan dalam: 
1) Eliminasi atau meniadakan/menghilangkan sama sekali faktor penyebab 
sehingga dianggap sebagai cara yang paling “ideal” meskipun dalam 
pelaksanaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan 
dengan produksi. Sebagai contoh, bila dalam proses produksi digunakan 
bahan atau cara yang sangat berbahaya maka alternatifnya adalah hindari 
atau hilangkan sama sekali, 
2) Substitusi yaitu mengganti semua proses atau bahan yang berbahaya 
namun menghasilkan produk atau manfaat yang tidak berbeda, misalnya 
mengganti asbestos dengan fibre glass, bahan karbon tetra klorida dengan 
bahan hidrokarbon, perubahan penggunaan wadah yang lebih kecil untuk 
mengganti wadah yang besar dalam proses pengepakan. Dalam 
pelaksanaannya cara substitusi ini perlu senantiasa dievaluasi kembali 
mengingat proses atau bahan pengganti dapat juga manimbulkan pengaruh 
lain, 
3) Pengendalian teknis meliputi modifikasi atau penerapan cara teknis guna 
meminimalkan pemajanan pada tenaga kerja, missal melalui cara 
isolasi/pemisahan atau pemasangan penyekat, ventilasi local atau umum 
serta penyelenggaraan tata rumah tangga yang baik. Metode pengendalian 
teknis ini banyak dilakukan di tempat kerja dan sangat bermanfaat dalam 





alat pengaman mesin, tersedianya ruang panel/kendali, exhaust fanatau 
penyedot lainnya, tata letak yang memenuhi syarat, kebersihan dan 
kerapian di tempat kerja merupakan contoh lebih rinci dari pengendalian 
teknis tersebut. 
4) Pengendalian administratif, melalui peningkatan higene perorangan atau 
penyediaan fasilitas saniter, tanda peringatan, pertimbangan aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pembelian bahan/peralatan, 
petunjuk cara kerja yang sehat dan aman, penerapan system rotasi untuk 
mengurangi pemajanan, 
5) Penggunaan APD oleh tenaga kerja sebagai alternatif paling akhir atau 
diterapkan bersamaan dengan teknologi pengendalian lainnya. Kesulitan 
atau problem tertentu yang dikeluhkan baik oleh perusahaan atau tenaga 
kerja sering pula terjadi, misalnya telah disediakan namun tidak 
digunakan, tidak tersedia atau terpelihara dengan baik, terasa kurang 
nyaman, kurang cocok, mengganggu kerja dan sebagainya. Pedoman 
umum untuk alat pelindung diri perlu diperhatikan, antara lain adalah 
pemilihannya yang benar sesuai untuk potensi bahaya yang dihadapi, 
pemeliharaan dilakukan secara teratur, dipakai secara benar atau apabila 
diperlukan, disimpan secara aman dan dipahami benar manfaatnya, 
6) Pelatihan yang dilakukan secara teratur  dan berkelanjutan, tidak hanya 
mengenai penyakit akibat kerja melainkan juga mengenai berbagai aspek 
higene perusahaan, ergonomic, kesehatan kerja dan juga berbagai segi 
keselamatan kerja serta pengetahuan yang terkait. Pelatihan ini dapat 
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diselenggarakan secara khusus maupun langsung pada saat sebelum, 
selama dan sesudah bekerja atau melalui forum komunikasi, diskusi, 
pertemuan, dan sebagainya, 
7) Pemantauan dan evaluasi pada penerapan sistem pencegahan yang 
disebutkan diatas melalui audit untuk menjawab berbagai pertanyaan 
seperti apakah resiko masih belum berkurang bagimana keluhan atau 
gangguan kesehatan yang, adakah penurunan kejadian kecelakaan atau 
penyakit sejauh mana efektivitas alat pengendali yang digunakan, 
mungkinkah terdapat perubahan sikap atau persepsi terhadap penerapan 
kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagainya. 
  Pemeriksaan kesehatan kerja ditetapkan dalam peraturan menteri 
tenaga kerja dan transmigrasi No. Per 02/Men/1980 (Pungky, W, 2002) 
tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan 
keselamatan kerja meliputi: 
a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja  
Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang 
dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk 
melakukan pekerjaan, antara lain: 
1) Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja ditujukan agar tenaga kerja yang 
diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak 
mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja 





keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga 
kerja lainnya dapat terjamin.  
2) Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam undang-undang No. 1 
tahun 1970, harus mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. 
3) Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja meliputi pemeriksaan kesehatan 
fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bila mungkin) 
dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. 
4) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang 
sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan 
timbul. 
5) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman 
pemeriksaan kesehatan sebelum kerja yang menjamin penempatan 
tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan 
dilakukannya dan pedoman tersebut mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu oleh direktur.  
6) Pedoman pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dibina dan 
dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan 
kedokteran dalam keselamatan kerja. 
7) Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan 
oleh dokter, tidak ada keragu-raguan maka perlu dilakukan 





b. Pemeriksaan kesehatan berkala  
Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-
waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. 
1) Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan 
derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya 
serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan 
seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha 
pencegahan. 
2) Semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala 
bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, kecuali 
ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja.  
3) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman 
pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut 
jenis-jenis pekerjaan yang ada. 
4) Pedoman pemeriksaan kesehatan dikembangkan mengikuti 
kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dan keselamatan 
kerja. 
5) Dalam hal ditemukan kelainan atau gangguan kesehatan pada tenaga 
kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak 
lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-






6) Agar pemeriksaan kesehatan berkala mencapai sasaran yang luas, 
maka pelayanan kesehatan di luar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh 
pengurus menurut keperluan. 
7) Dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala, 
Direktur Jenderal Pembina Hubungan Perburuhan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja dapat menunjuk satu atau beberapa Badan sebagai 
penyelenggara yang akan membantu perusahaan yang tidak mampu 
melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan berkala. 
c. Pemeriksaan kesehatan khusus  
Pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang 
dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu,  
meliputi: 
1) Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya 
pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau 
golongan-golongan tenaga kerja tertentu. 
2) Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan pula terhadap: 
a) Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang 
memerlukan perawatan lebih dari 2 (dua) minggu. 
b) Tenaga kerja yang berusia diatas 40 tahun atau tenaga kerja wanita 




c) Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai 
gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan 
khusus sesuai dengan kebutuhan. 
Pemeriksaan kesehatan khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-
keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan Pegawai Pengawas 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hiperkes 
dan Balai-balainya atau atas pendapat umum masyarakat. 
Menurut Forum Komunikasi K3LH/BUMNIS 1996 pengujian 
kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan 
dan penilaian kesehatan yang dilakukan terhadap tenaga kerja ataupun 
calon tenaga kerja. 
Macam pengujian kesehatan dan peruntukannya meliputi: 
a. Pengujian kesehatan sebelum kerja, dikenakan terhadap calon tenaga 
kerja khususnya calon yang: 
1) Akan melaksanakan masa percobaan, 
2) Akan diangkat menjadi tenaga kerja. 
b. Pengujian kesehatan berkala, dikenakan terhadap tenaga kerja yang 
telah bekerja atau melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya selama 
6 bulan atau selama-lamanya 2 tahun terus menerus tanpa terputus-
putus dan diulang sekurang-kurangnya tiap 2 bulan. 
c. Pengujian kesehatan khusus, dikenakan terhadap tenaga kerja tertentu 
yaitu tenaga kerja yang menurut pendapat pejabat yang berwenang 





1) Menderita suatu penyakit, baik penyakit yang berhubungan 
ataupun penyakit yang tidak berhubungan dengan pekerjaanya. 
2) Tidak dapat melanjutkan pekerjaanya sehubungan dengan keadaan 
kesehatannya. 
3) Karena suatu hal mengalami perubahan kondisi mental dan atau 
kesehatan jasmani dan atau kemampuan fisik sehingga sudah tidak 










































Potensi Bahaya Fisik 
Kebisingan 
Upaya Pengendalian Tanpa Upaya 
Pengendalian 
Aman Tidak Aman 
Penyakit Akibat Kerja  
Terkendali 
Penyakit Akibat Kerja 
Tak Terkendali 










A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu 
metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 
suatu system pemikiran, maupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, factual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan 
antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nasir, 1998). 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana pengendalian kebisingan yang telah di lakukan di PT 
Tri Polyta Indonesia, Tbk. sebagai upaya pengendalian penyakit akibat kerja.  
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis mendapatkan data dari: 
1. Data Primer 
a. Observasi 
Data diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung di lingkungan 
kerja tentang upaya pengendalian kebisingan yang telah dilakukan serta 






b. Wawancara  
Data diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan 
dengan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yaitu, fire safety environment 
department serta dari pihak klinik seperti dokter perusahaan dan peramedik.  
2. Data Sekunder 
Penulis memperoleh data sekunder dari dokumentasi perusahaan yang 
berhubungan dengan kebisingan dan penyakit akibat kerja (gangguan 
pendengaran akibat bising) 
  
C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. Jalan Raya 
Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. 
 
D. Objek Penelitian 
Objek yang diambil dari penelitian ini adalah upaya yang telah dilakukan 
untuk pengendalian kebisingan sebagai upaya untuk pencegahan penyakit akibat 
kerja (gangguan pendengaran akibat bising) di PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. 
 
E. Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) yang dilaksanakan dari tanggal 1 pebruari 2010 s/d 31 maret 






4. Tahap Persiapan 
a. Permohonan ijin Praktek Kerja Lapangan di PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk 
pada  tanggal 16 Oktober 2009 
b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan ijin Praktek Kerja Lapangan dan 
proposal magang kepada PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk  pada tanggal 16 
Oktobet 2009 
c. Tanggal 19 November 2009 mahasiswa menerima surat balasan yang 
menyatakan bahwa PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk.  menerima permohonan 
mahasiswa untuk melaksanakan magang yang terhitung mulai tanggal 1 
Februari s/d 31 Maret 2010 
d. Tanggal 1 Februari 2010 mahasiswa resmi melaksanakan praktek kerja 
lapangan di PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk. 
e. Membaca dan mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Higiene Perusahaan. 
5. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 
Februari s/d 31 Maret 2010  kegiatan-kegiatan pada tahap pelaksanaan ini antara 
lain meliputi :  
a. Orientasi umum mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 
yang harus dilakukan di perusahaan serta proses produksi dan pengenalan 
potensi bahaya yang ada di PT Tri Polyta Indonesia, Tbk 
b. Observasi di lingkungan kerja 
c. Pengukuran kebisingan di lingkungan kerja 
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d. Pengamatan terhadap pelaksanaan pengendalian kebisingan di tempat 
kerja 
e. Wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pembuatan laporan 
f. Study pustaka 
g. Konsultasi dengan pembimbing lapangan 
h. Revisi laporan 
i. Acc laporan. 
 
F. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian 
dianalisis dan dibandingkan dengan peraturan dan standar yang ada disertai 





















1. Diskripsi Lingkungan Kerja 
PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. merupakan salah satu industri yang 
bergerak di bidang kimia, yang mana kegiatan proses produksi cenderung 
menggunakan mesin-mesin yang berkapasitas tinggi. Sehingga dalam 
pengoperasiannya terdapat potensi bahaya kebisingan yang cukup tinggi. Area 
Product Handling merupakan suatu section di bawah plant operation department 
yang mana pada area ini mengelola atau menangani produk akhir (Finished 
Goods) berupa pellet polypropilene.  Pada departement ini terdapat 3 jenis 
pekerjaan, diantaranya adalah: 
a. Bagging atau pengantongan, yaitu kegiatan pengantongan produk 
polipropilene ke dalam karung dengan berat bersih 25 kg dan super sack 
600kg (jumbo bags) dengan manggunakan bagging machine.  
1) Automatic Weighing Machine 
Polypropylene pellet, ditimbang di Automatic Weighing Machine sesuai 
dengan permintaan pelanggan kemudian dikemas dalam karung berlogo 
TRILENE yang telah disiapkan pada Bag Magazine diumpankan ke Chute, 





menstabilkan kantong pada tempatnya untuk kemudian dilipat pada Bag 
Top Folding Machine. 
2) Bag Sewwing Machine 
Karung berjalan di atas Belt Conveyor dalam keadaan berdiri untuk dijahit 
di bag sewing machine. Kemudian karung tersebut dirubah posisinya dari 
berdiri ke posisi tidur dengan menggunakan bag reversal conveyor dan 
berjalan terus diatas belt bonveyor untuk diratakan dengan bag flattener. 
3) Metal Detector 
Setelah karung tersebut diratakan dan dalam posisi tidur, karung tersebut 
berjalan menuju kealat Metal Detector untuk pengecekan kemungkinan 
terkontaminasi dengan logam. Apabila ternyata produk terkontaminasi 
dengan logam, maka alat tersebut akan memberikan alarm dan 
memberhentikan conveyor untuk diperiksa. 
4) Ink Jet Printer 
Digunakan untuk pemberian label pada sisi-sisi karung dengan lot number 
dan grade lot # dipakai sebagai kode produksi. 
b. Storage atau penyimpanan, yaitu produk dari bagging tersebut disimpan untuk 
ditempatkan di dalam product Warehouse dengan menggunakan LPG Fork 
Lift sebagai alat transportasinya. Produk disimpan dalam line-line atau blok-
blok dan berisikan 1 lot produk. Konfigurasi penyimpanan dalam 1 line atau 
blok terdiri dari 17 row. Produk tersebut ditutup dengan plastik tarpaulin 
untuk mencegah kotrnya produk dari debu, dan lain-lain. Penyimpanan produk 





berdasarkan  FIFO (First In Firs Out= produk yang masuk pertama keempat 
penyimpanan akan dikirim ke pelanggan lebih dulu). 
c.  Loading atau kegiatan pemuatan produk kedalam truk, kemudian dikirim ke 
pelanggan berdasarkan order yang dikeluarkan oleh sales department (head 
office). Pemuatan produk dilakukan di lokasi losding dock setelah pemuatan 
selesai, dikeluarkan surat jalan sebagai bukti pengiriman. Sebagai control 
bahwa produk yang dikirim tadi sesuai dengan berat yang diminta truck yang 
keluar ditimbang supaya dapat diketahui berat produk itusendiri. Apabila ada 
terjadi ketertimpangan tau kesalahan berat, muatan truk akan dibongkar untuk 
dicek ulang.  
Pada area baging menggunakan 3 buah automatic bagging lines yang 
dipakai secara kontinyu, serta 1buah manual bagging line yang mana alat ini 
dipakai ika ada salah satu automatic bagging machine yang rusak, kemudian 
terdapat juga satu buah manual bagging jumbo (super sack dengan berat 600 kg). 
2. Tenaga Kerja 
Di bagian product handling terdapat 51 karyawan tetap PT Tri Polyta 
Indonesia. Tbk, yang mana sebagai operator fork lift beserta staf-stafnya. Serta 85 
karyawan kontraktor, dari PT Putra Banten Lestari yang mana berada pada posisi 
bagging dan 47 karyawan kontraktor dari PT Puteri Banten Lestari berada pada 
posisi loading yang mana terdiri dari direktur, manager, koordinator staf admin 





3. Potensi Bahaya Kebisingan  
a. Jenis Kebisingan 
Di seluruh area proses di PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. kebisingan 
digolongkan ke dalam kebisingan kontinyu yaitu kebisingan yang sifatnya terus 
menerus yang mana kebisingan tersebut berasal dari pengoperasian alat-alat atau 
mesin produksi.  
b. Sumber Kebisingan 
Kebisingan di area ini bersumber dari pengoperasian peralatan 
bagging machine, serta vibrasi alat, karena keadaan alat yang sudah lama 
dioperasikan, sehingga menimbulkan kebisingan yang lebih besar. 
Pengoperasian forklift, truck pengangkut, ini juga menimbulkan kebisingan di 
area product handling. 
4. Identifikasi Potensi Bahaya Kebisingan 
Identifikasi bahaya kebisingan dilakukan dengan cara observasi serta 
pengukuran kebisingan di area kerja, yang mana dari hasil observasi potensi 
bahaya ditemukan suatu analisa untuk mengetahui penyebab terjadinya kebisingan 
serta dari hasil pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 
upaya pengendalian. 
a. Pengukuran  Kebisingan 
Di PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. pengukuran kebisingan pengukuran 
kebisingan ini bertujuan untuk memperoleh data kebisingan di seluruh area 
pabrik PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. yang mana dari hasil pengukuran 





harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengurangi tingkat kebisingan 
yang ada agar tidak menimbulkan gangguan terhadap tenaga kerja ataupun 
orang lain yang sedang berada di lingkungan pabrik. 
Pengukuran kebisingan ini, dilakukan rutin setiap satu bulan satu kali 
pada pertengahan bulan oleh pihak environment. Yang mana personil 
mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengukuran kebisingan di 
beberapa lokasi area pabrik dan tempat kerja serta melakukan kalibrasi alat. 
Alat yang digunakan adalah sound level meter type 4001 merk kanomax, alat 
ini bereaksi terhadap suara/bunyi, mendekati kepekaan telinga manusia dan 
juga calibrator, yang mana alat ini dapat mengeluarkan suara yang memiliki 
besaran bunyi tertentu. 
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 
pengukuran kebisingan diantaranya adalah: 
a) Alat yang digunakan dipastikan  dalam keadaan baik dan sudah dikalibrasi 
serta harus dihindarkan dari gangguan getaran dan goncangan. 
b) Tempat-tempat pengukuran harus ditentukan terlebih dahulu terutama 
tempat-tempat yang sering digunakan oleh tenaga kerja. 
b. Cara pengoperasian alat  
a) Pasang baterai pada tempatnya 
b) Baterai di chek dengan memutar selector pada posisi Batt. Baterai yang 
masih baik, jarum penunjuk pada garis range batt. 
c) Putar selector ke posisi C (cal) untuk kalibrasi, alat jarum penunjuk hrus 
pada garis call warna merah. 
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d) Bila tidak ditepatkan dengan memutar small screw driver bagian belakang 
alat sampai tepat garis merah cal. 
e) Pindahkan switch pada posisi S (slow) atau F (fast) sesuai dengan jenis 
kebisingan yang diukur (slow untuk implusif, fast untuk kebisingan 
kontinyu). 
f) Putar selector pada A untuk meakukan pemeriksaan. 
g) Putar pengatur intensitas (dianjurkan mulai dari intensitas besar agar tidak 
terjadi penyimanan yang terlalu besar, sehingga jarum berada pada angka 
puluhan 0-100). 
h) Hasil pengukuran adalah jumlah yang ditunjukkan oleh pengatur intenitas 
skala puuhan ditambah dengan angk yang ditunjukkan oleh jarum. 
c. Kalibrasi alat 
a) Untuk kalibrasi alat ini harus dipakai alat lain yang fungsinya sebagai 
kalibrator dengan nilai kebisingan tertentu 114 dB.  
b) Dipasang pada bagian microphone. 
c) Dilakukan penyesuaian dengan memutar tombol di belakang alat sampai 
tepat 114 dB. 
d) Kalibrasi sound level meter dengan kalibrator 114dB dilakukan setiap 
bulan dan kalibrasi sound level meter dan kalibratornya setahun sekali oleh 
pihak laboratorium kalibrasi luar. 
d. Keadaan tempat pengukuran 
a) Suhu harus disesuaikan dengan kepekaan alat. 





c) Tempat-tempat pengukuran harus ditentukan terlebih dahulu terutama 
tempat-tempat yang sering digunakan oleh tenaga kerja. 
e. Tehnik Pengukuran 
a) Arahkan microphone pada sumber kebisingan. 
b) Tinggi alat pengukur dan lantai adalah setinggi telinga yaitu antara 120-150 
cm. 
c) Jarak antara dua titik (tempat) pengukuran tidak boleh lebih dari 5 cm. 
d) Baca angka scala hamper menunjukkan pada angka yang stabil. 
e) Pencatatan sebaiknya dilakukan kurang lebih 3 kali pada tingkat produksi 
yang berbeda. 
f) Tingkat kebisingan adalah rata-rata 3 kali pengukuran tersebut. 
5. Hasil Pengukuran 
Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan pada hari rabu tanggal 17 
maret tahun 2010 di area product handling terdapat intensitas kebisingan sebesar 
92 dB yang mana sumber bising berasal dari bagging machine, pengoperasian 
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6. Upaya Pengendalian Kebisingan 
a. Pengendalian Secara Administratif 
1) Pemasangan Tanda (Sign)  
Tanda (Sign) berupa papan peringatan yang dipasang pada area yang 
dengan intensitas kebisingan tinggi. Dipapan tertuliskan terdapat bahaya 
kebisingan tinggi wajib memakai ear plug serta mencantumkan besarnya 












2) Rotasi Kerja 
Di area product handling khususnya, kegiatan dilakukan secara 
bergantian. Setiap satu shift tenaga kerj hanya bekerja selama 4 jam setelah 
itu dilakukan pergantian personel. Dari 4 jam tersebut, tenaga kerja cara 
kerjanya bergantian, yaitu selama 1,5 jam berada di area bagging machine 
dan 1,5 jam berada pada area pengangkatan barang dengan waktu istirahat per 
1,5 jam selama 30 menit. 
3) Pemeriksaan Kesehatan Berkala 
Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di poliklinik PT Tri Polyta 
Indonesia, Tbk. dan dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk  
mempertahankan  derajat  kesehatan  tenaga kerja sesudah  berada dalam  
pekerjaannya, serta menilai  kemungkinan  adanya  pengaruh-pengaruh  dari  
pekerjaan  seawal  mungkin  yang  perlu   dikendalikan  dengan  usaha-usaha 
pencegahan.. Pemeriksaan ini berupa pemeriksaan audiometri, yang mana 
perusahaan bekerja sama dengan laboratorium resmi bersertifikat 
“BIOMED”. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah tenaga kerja yang 
PERHATIAN 
 
KEBISINGAN 92 Db 
 
GUNAKAN EAR PLUG 
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terpapar kebisingan tinggi mengalami gangguan atau pengurangan daya 
dengar.  
b. Pengendalian Personal 
1) Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) ear plug 
Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) berupa ear plug wajib 
dipakai para tenaga kerja yang berada pada area yang mempunyai 
intensitas kebisingan tinggi. Pada karyawan yang terpapar kebisingan di 
area bagging mesin (mesin pengantongan produk) pada khususnya 
diharuskan mengenakan alat pelindung diri. Hal ini di lakukan agar supaya 
mengurangi paparan kebisingan yang  diterima oleh para pekerja agar 
tidak terjadi gangguan pendengaran baik secara sementara ataupun 
permanen.  
2) Penyediaan Alat Pelindung Diri 
Alat pelindung diri disediakan oleh pihak perusahaan yaitu yang 
bertanggung jawab penuh adalah department fire and safety, yang mana 
alat pelindung diri ini diberikan secara cuma-cuma kepada tenaga kerja. 
baik kontraktor maupun tenaga kerja tetap PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. 
dengan tujuan agar digunakan sebaik-baiknya bagi para tenaga kerja agar 










PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. merupakan industri kimia yang mana 
dalam lingkungan kerja terdapat potensi bahaya yang dapat menyebabkan 
penyakit akibat kerja. Maka dari itu PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. mengupayakan 
usaha pencegahan potensi bahaya tersebut dengan melakukan upaya-upaya 
pengendalian yang mana dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja dari 
pengaruh potensi bahya di lingungan kerja. salah satunya adalah dalam 
pengendalian potensi bahaya kebisingan. 
PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. melakukan pengendalian baik secara 
administrative maupun personal control (pemakaian Alat Pelindung Diri). 
Sehingga PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. sudah memenuhi kriteria seperti yang 
dimaksudkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970, tentang syarat-syarat 
keselamatan kerja pasal 3 huruf g; yaitu mencegah dan mengendalikan timbul atau 
menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan 
angin, cuaca, sinar, suara dan getaran. 
1. Hasil Pengukuran Kebisingan 
Dari hasil pengukuran di area bagging machine kebisingan mencapai 92 
dB, lama kegiatan pekerjaan selama 8 jam sehari di area ini setiap 1,5 jam 
dilakukan rotasi kerja, sehingga tenaga kerja terpapar kebisingan tinggi hanya 1,5 
jam per harinya dengan memakai alat pelindung telinga (ear plug), sehingga hal 
ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenga Kerja No. KEP.51/MEN/1999 
tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan di Tempat Kerja, yang mana untuk waktu 
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pemaparan selama 1-2 jam intensitas kebisingan yang diperkenankan adalah 91-
94 dB. 
2. Pengendalian Potensi Bahaya Kebisingan 
Dalam sistem pengendalian potensi bahaya serta resiko kebisingan, PT 
Tri Polyta Indonesia, Tbk. melakukan pengendalian dengan cara: 
a. Pengendalian administrative yaitu, dengan cara: 
1) Pemasangan papan peringatan/ tanda sign 
Hal ini sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan pemasangan papan 
peringatan di area yang mempunyai kebisingan yang tinggi 
2) Pelaksanaan rotasi kerja  
Dalam pelaksanaanya sudah berjalan dengan baik, yaitu dalam 
pembagian waktu kerja/ rotasi kerja untuk kebisingan 92 dB dalam 8 jam kerja 
maka setiap 1,5 jam dilakukan pergantian personil. Sehingga hal ini sudah sesuai 
dengan Keputusan Menteri Tenga Kerja No. KEP.51/MEN/1999 tentang Nilai 
Ambang Batas Kebisingan di Tempat Kerja, yang mana untuk waktu pemaparan 
selama 1-2 jam intensitas kebisingan yang diperkenankan adalah 91-94 dB. 
3) Pemeriksaan kesehatan secara berkala 
Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan setiap tahun sekali. Sehingga sudah 
sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 
02/Men/1980, pasal 3 yang mana semua perusahaan harus melakukan 
pemeriksaan kesehatan berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali kecuali 
ditentukan lain oleh direktur jenderal pembina hubungan perburuhan dan 





b. Pengendalian dengan personal control (pemakaian Alat Pelindung Diri) 
Dalam pelaksanaanya tenaga kerja sudah disiplin dalam penggunaan 
APD ini yaitu, apabila berada pada area yang memiliki kebisingan tinggi dalam 
kegiatan kerja sehari-hari APD (Alat Pelindung Diri) yang berupa ear plug selalu 
digunakan oleh para tenaga kerja atau setiap manusia yang berada pada 
lingkungan tersebut. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996, huruf c, tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam upaya pengendalian resiko. 
3. Penyakit Akibat Kerja 
Dalam pelaksanaannya PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. melakukan 
berbagai upaya untuk mengendalikan penyakit akibat kerja. Salah satunya yaitu 
pengendalian potensi bahaya kebisingan dilingkungan kerja. Sehingga dalam hal 
ini, PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. sudah sesuai dengan undang-undang No. 1 
tahun 1970, tentang syarat-syarat keselamatan kerja Bab III pasal 3 (h), mencegah 
dan mengendalikan timbulnya Penyakit Akibat Kerja baik physic, maupun 
psychis, peracunan, infeksi dan penularan.  
4. Penyediaan Alat Pelindung Diri 
Sebagai mana tercantum dalam undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang 
keselamatan kerja bab III pasal 3 ayat 1 (f) yang berisi “memberi alat-alat 
perlindungan diri pada para pekerja”. Sehingga PT Tri Polyta Indonesia, Tbk. 










Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dari ketentuan-ketentuan tentang pengendalian potensi bahaya, menurut  
PERMENAKER No. 05/MEN/1996, tentang sistem manajemen keselamatan 
dan kesehatan kerja (SMK3), yang memungkinkan bisa dilakukan oleh PT. Tri 
Polyta Indonesia, Tbk. adalah melakukan dengan 2 tehnik pengendalian dari 3 
cara pengendalian potensi bahaya, yaitu secara administrative dan protective 
personal. 
2. Pemilihan dan penyediaan alat pelindung diri sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab perusahaan (PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk.), dan hal ini sudah 
memenuhi kriteria seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang No. 1 
tahun 1970 tentang keselamatan kerja bab III pasal 3 ayat 1 (f) “memberi alat-
alat perlindungan diri pada para pekerja”. 
3. Dari hasil pengukuran kebisingan di area bagging adalah 92 dB, untuk 
pemaparan selama 1,5 jam. Sehingga sudah memenuhi Keputusan Menteri 
Tenga Kerja No. KEP.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan 







4. Upaya pengendalian kebisingan yang telah dilakukan di PT Tri Polyta 
Indonesia, Tbk. adalah: 







b. Pemakaian alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang terpapar. 
c. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. 
d. Rotasi Keja. 
5. Pegendalian penyakit akibat kerja (gangguan pendengaran akibat bising) 
sudah sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun 1970, tentang syarat-syarat 
keselamatan kerja Bab III pasal 3 (h), mencegah dan mengendalikan 
timbulnya Penyakit Akibat Kerja baik physic, maupun psychis, peracunan, 
infeksi dan penularan.  
6. Dari upaya pengendalian kebisingan yang dilakukan maka bahwa penyakit 
akibat kerja yang berupa gangguan pendengaran akibat terpapar akibat bising 
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Demi terwujudnya tenaga kerja yang sehat dan selamat, maka upaya 
pengendalian kebisingan haruslah tetap menjadi suatu perhatian khusus, serta 
perlu adanya pengawasan ketat terhadap tenaga dalam pemakaian Alat Pelindung 
Diri (APD) yang berupa ear plug dan bila perlu harus diberikan sanksi kepada 
tenaga kerja yang tidak memakai ear plug diarea yang mempunyai intensitas 
kebisingan tinggi, walaupun dalam pelaksanaanya sudah memenuhi standard dan 
tidak terjadi penyakit akibat kerja (gangguan pendengaran), hal ini dimaksudkan 
agar kondisi tetap aman dan nyaman di lingkungan perusahaan serta bagi para 
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